BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ 4y /DPMPTSP TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 162/DPMPTSP TAHUN 2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

bahwa sehubungan adanya perubahan persyaratan dan jangka
waktu pelayanan pada layanan Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo, perlu
dilakukan perubahan terhadap Lampiran II Keputusan Bupati
Nomor 162/DPMPTSP Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan
Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bungo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang
Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 162/DPMPTSP Tahun
2022 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 teutang Pcmerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);
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S. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar
Pelayanan;

6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 37);

7. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan
Non Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo (Berita
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 8);
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BUPATI NOMOR 162/DPMPTSP TAHUN 2022 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO,

: Merubah Lampiran II Keputusan Bupati Nomor 162/DPMPTSP

Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

:Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Lampiran II Keputusan

Bupati Nomor 162/DPMPTSP Tahun 2022 tentang Standar
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bungo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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